
BUPATI INDRAMAYU 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR 45 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAMAYU, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RKPD 

disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi 

Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD; 

b. bahwa dokumen perencanaan daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu disusun secara terarah 

dalam upaya peningkatan koordinasi, integrasi dan 

sinergitas perencanaan daerah; 

c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam 

aplikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati. 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

-· 



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

4.  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4 725) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614 ) ;  



10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017  tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 1  Tahun 2010  tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1 1 4  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Peru bah an atas Peraturan Pemerin tah 

Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016  tentang 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5941 ) ;  



17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018  Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;  

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019  Nomor 42,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323) ;  

2 1.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2017  tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017  Nomor 136) ;  

22 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;  

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018  

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019  

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13  Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian 

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021  tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3 1 .  Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2022; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021  

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

33.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 1  Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023; 

34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019  tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019  

Nomor 7); 



36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 

Tahun 2010  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2010  Nomor 22 Seri E); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 

Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018  -  2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 

8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021  tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2018 -  2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2021 Nomor 8); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5);  

40. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 

Nomor 1 Seri E . 1 ) ;  

4 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu 

Tahun 2021  Nomor 8); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 

2021 -  2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu 
Tahun 2021  Nomor 9) .  

.dd  



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

TAHUN 2023. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu. 

2 .  Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Perangkat 
Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
perencanaan pembangunan di daerah. 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 

daerah. 

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen 

perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

10 .  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah. 

1 1 .  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah. 

• 



1 2 .  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun. 

13 .  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang dibuat Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14 .  Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan daerah. 

15 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

16 .  Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

17 .  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. 

18 .  Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

19 .  Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 

oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program. 

20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ 

sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 

2 1 .  Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dan 

manfaat (benefit). 

22.  Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses 

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud Penetapan Perubahan RKPD adalah untuk menetapkan dokumen 

perencanaan sebagai pedoman dalam: 

a. penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah; 

b. penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Perubahan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. 



(2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk : 

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah; 

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah 

maupun antar tingkat pemerintahan; 

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan 

e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan 

dan berkelanjutan. 

BAB III 

KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD 

Pasal 3 

Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan : 

a. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan 

b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan 

di bidang perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

BABV 

SISTEMATIKA, ISi DAN URAIAN RKPD 

Pasal 5 

Sistematika, Isi dan Uraian Perubahan RKPD tercantum dalam lampiran 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



► 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu. 

Ditetapkan di Indramayu 

pada tanggal 27 Jul1 2023 

, B~PAT1 INDRAMAYU, 
yf - 3  
£: 
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% 

+ , 

Diundangkan di Indramayu 

pada tanggal 27 Jul1 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

Ca"/Tt1. 

AEP SURAHMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 45 


